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ABSTRAK

Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini secara tegas tercantum dalam
Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu elemen dari negara
hukum adalah peradilan yang bebas. Kejaksaan adalah salah satu pemegang peran
penting dalam terwujudnya peradilan yang bebas. Dalam penulisan ini ditelusuri
bagaimana kedudukan institusi kejaksaan sebagai penegak hukum, bagaimana
independensinya dan bagaimana implikasi yuridis dari kedudukan tersebut. Dari
penelitian yang telah dilaksanakan, dapat dilihat bahwa kejaksaan sebagai Lembaga
negara tidak tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan
terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Kejaksaan yang mengindikasikan
bahwa Lembaga Kejaksaan bertanggung-jawab pada Lembaga Eksekutif. Implikasi
dari kedudukan tersebut adalah bahwa Lembaga Kejaksaan masih belum
independen dan dengan konfigurasi saat ini, masih tidak mendukung terwujudnya
konsep negara hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Kejaksaan, Negara Hukum, Kedudukan Lembaga Negara, Undang-
Undang Dasar 1945,



ABSTRACT

Indonesia upholds the rule of law, it is clearly indicated in Article 1 paragraph (3)
of the Indonesian Constitution. One of the element of rule of law is an independent
trial system. Public attorney is one of the most prominent role in achieving an
independent trial justice system. There are two main focuses on this research,
namely the position of the Public Attorney’s office in the structure of state
institutions, and what legal impact it might have. After conducting the research, it
has been found that there are no legal ground for the position of the Public
Attorney’s Office in the Indonesian Constitution, furthermore, there are indications
that the Public Attorney’s Olffice has ties and responsibilities to the executive
branch of the government. The implication of such fact is that in current settings,
the Public Attorney’s Office does not contribute to the realization of the rule of law
in Indonesia.

Keywords: Public Attorney;s Office, Rule of law, Indonesian Constitution
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat
(3) Undang-Undang Dasar 1945.1 Hukum, sebagai suatu sistem, dapat berperan
dengan baik dan benar di tengah masyarakat karena hukum mempunyai posisi
strategis dan dominan. Pada pelaksanaannya, hukum dilengkapi dengan
kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Salah satu di antaranya

adalah Kejaksaan Republik Indonesia.

Sistem hukum menurut L. M. Friedman tersusun atas subsistem yang berupa
substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur sistem ini
sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau
tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau
peraturan Perundang-undangan. Penekanannya, struktur hukum lebih kepada
aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Sementara itu, budaya
hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.? Indonesia, sebagai negara yang
menganut paham negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945
(UUD 45), seyogyanya elemen penegak hukum diatur di dalam UUD 45. Salah satu

lembaga yang terkait dengan kekuasan kehakiman.

Ketidakpastian mengenai kedudukan Kejaksaan secara umum adalah
terhadap kedudukan Kejaksaan dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia dan
secara lebih khusus mengenai jabatan dari Jaksa Agung. Sebagai lembaga
pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka
dilihat dari kedudukannya, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan

lembaga yang berada di bawah kekuasaan Eksekutif. Sementara itu, apabila dilihat

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2Marwan Effendy, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2005, him. 1.



dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan, Kejaksaan
menjalankan kekuasaan Yudikatif.?

Indonesia telah mengalami amandemen UUD 45 sebanyak empat kali, tetapi
tidak sekalipun Kejaksaan masuk ke dalam konstitusi. Secara eksplisit, yang diatur
dalam UUD 45 hanya Lembaga Peradilan dan Lembaga Penunjang Pengadilan.
Padahal pada hakikat dan praktiknya, Kejaksaan ini memiliki peranan yang penting
bagi penegakan hukum karena pada hakikatnya hak dari korban tindak pidana
diambil alih oleh Kejaksaan untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu,
Kejaksaan ini memiliki peranan yang sangat penting. Lemahnya peranan Kejaksaan
RI1 yang disebabkan oleh tidak mandiri dan independennya institusi ini.

Keberadaan lembaga Kejaksaan memang tidak diatur secara eksplisit dalam
UUD 1945. Menurut Jimly Asshiddigie, meskipun semula keberadaan kejaksaan
diusulkan dalam rancangan perubahan UUD 1945, tetapi sampai perubahan ke
empat disahkan dalam siding MPR tahun 2002, hal itu tidak mendapat kesepakatan.
Akan tetapi dalam Pasal 24 ayat (3) yang menyatakan: “Badan-badan lain yang
fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”. Maka fungsi lain Kejaksaan
jelas sangat berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu Kejaksaan
dapat dikatakan sebagai salah satu badan yang dimaksud yang juga penting secara
konstitusional (constitutionaly important state institution).®

Menurut Jimly pula, Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, merupakan hasil kompromi
atas perdebatan mengenai lembaga Kejaksaan Agung yang semula tercantum dalam
draf rancangan Perubahan UUD sampai sidang MPR tahun 2002. Karena kepolisian

telah diatur bersamaan dengan pengaturan mengenai TNI (Tentara Nasional

3 Jan S, Maringka, Penguatan Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia Melalui Amandemen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dalam Bunga Rampai
Kejaksaan Republik Indonesia, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2015, him.175.
4 Lihat Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Lihat juga Pasal 38 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuaaan Kehakiman.

5 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Cet.
Kedua (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) , him, 220-221.



Indonesia) Pasal 30, maka dinilai tepat apabila lembaga kejaksaan juga diatur dalam
UUD 1945 yang ditempatkan dalam Bab XIV. Akan tetapi, kelompok lain
berpandangan bahwa Kejaksaan bukanlah bagian dari kekuasaan kehakiman yang
menjadi muatan Bab XIV. Ditengah perdebatan demikian, akhirnya dicapai
kompromi bahwa mengenai kejaksaan lebih baik diatur dalam Undang-Undang dan
sebagai gantinya ketentuan bahwa badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan
kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.®

Marzuki Darusman saat menjadi Jaksa Agung mengeluhkan hal tersebut.
Oleh karena itu, ia pernah mengusulkan agar Kejaksaan sepenuhnya terpisah dari
lembaga eksekutif agar dapat mandiri dan tidak diintervensi pihak lain. Hal ini
dimaksudkan untuk mengatasi kelambanan dalam memberantas Kolusi, Korupsi,
dan Nepotisme (KKN) dan menyeret para koruptor ke pengadilan.” Berangkat dari
gambaran “lemahnya” kedudukan Kejaksaan RI di atas, perlu kiranya mendudukan
Kejaksaan RI secara proposional agar mandiri dan independen dalam perspektif
teori negara hukum dan teori pembagian kekuasan.

Berangkat dari teori yang dikemukan oleh Adrian Bendtner tentang
pendekatan elementer terhadap negara hukum, perlu ada lembaga peradilan yang
independen dan lembaga-lembaga lain yang memiliki tanggung jawab dalam
menjaga dan melindungi elemen-elemen negara hukum. Sebagaimana telah
dikemukakan di atas bahwa lembaga Kejaksaan merupakan lembaga yang terkait
dengan fungsi kehakiman, seyogyanya lembaga Kejaksaan diatur juga di dalam
konstitusi. Namun, seperti yang diketahui, setelah UUD 45 mengalami amandemen
sebanyak empat kali tidak sekalipun Kejaksaan diatur secara eksplisit dalam UUD
458

6 Jimly A., Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
(Jakarta: Sinar grafika, 2009) him. 97.

" Antonius Sujata, Reformasi dalam Penegakan Hukum, Penerbit Djembatan, Jakarta, 2000, him.
143.

8 Adriaan Bedner, Suatu Pendekatan Elementer Terhadap Negara Hukum Dalam Satjipto Raharjdo
dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Jakarta, Epistema Institute, 2011, him.169.



Dalam perkembangannya, terdapat dua peraturan dalam bentuk Undang-
Undang yang terkait dengan Kejaksaan, antara lain Undang-Undang Nomor 16
tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman. Problematika yang timbul dari keberadaan kedua peraturan
perundang-undangan tersebut adalah bahwa kedua peraturan tersebut masih belum
dapat memberi penjelasan secara jelas mengenai di mana kedudukan Kejaksaan

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih
belum memberi kejelasan perihal di mana kedudukan dari Kejaksaan. Peraturan
tersebut hanya menyebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) mengenai keberadaan “badan-
badan lain” yang terkait fungsinya dengan kekuasaan kehakiman. Dalam penjelasan
pasal 38 ayat (1) dinyatakan bahwa termasuk ke dalam badan-badan lain yang

terkait dengan kekuasaan kehakiman salah satunya adalah Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dalam pasal 2 ayat
(1) dinyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan
yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain
berdasarkan undang-undang, lalu dalam penjelasan umum angka 4(empat)
dinyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan
kekuasaan negara di bidang penegakkan hukum dengan berpegang pada peraturan
perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan
demikian Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta
bertanggungjawab kepada Presiden. Hal tersebut memberi indikasi bahwa
Kejaksaan adalah suatu lembaga yang termasuk ke dalam cabang kekuasaan
eksekutif. Ada pun terdapat kontradiksi mengenai kedudukan yang dijelaskan pada
pasal-pasal tersebut dengan poin 1 dari penjelasan umum peraturan ini yang
menyatakan bahwa Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang
dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.
Permasalahan yang timbul di sini adalah apakah keadilan berdasarkan hukum dan
hati nurani tersebut mengacu pada ukuran dari sang Jaksa atau dari cabang
kekuasaan tempat ia harus mempertanggungjawabkan tindakannya?



Oleh karena, itu penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kedudukan
Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Indonesia,
terutama terkait dengan Pasal 24 Ayat (3) UUD 1945 serta peraturan perundang-
undangan yang terkait di mana kedudukan Kejaksaan dianggap terkait dengan
Kekuasaan Kehakiman. Penulis mengajukan judul penelitian “Implikasi
Kedudukan Kejaksaan Negara Republik Indonesia dalam  Sistem

Ketatanegaraan Ditinjau dari Undang-Undang Dasar 1945.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan Kejaksaan Negara Republik Indonesia ditinjau dari
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004
tentang Kejaksaan?

2. Bagaimana implikasi yuridis dari kedudukan institusi Kejaksaan yang
memiliki dua fungsi dalam sistem ketatanegaraan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh penulis mengenai latar
belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut:

1. Menawarkan konsep tentang kedudukan kejaksaan Negara Republik
Indonesia dalam fungsinya sebagai salah satu pemegang kekuasaan
kehakiman

2. Menjelaskan perihal kedudukan kejaksaan terkait dengan fungsinya yang
memiliki keterkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan kedudukannya yang
lebih dekat dengan cabang kekuasaan eksekutif

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah memberikan
tambahan pemikiran dalam pembaharuan Undang-Undang Kejaksaan dan juga
dalam praktik penuntutan yang dilakukan oleh Kejaksaan.
Manfaat lainnya adalah peneliti berharap dapat memberi masukan kepada

pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum, mengingat bahwa Indonesia sebagai



negara hukum di mana Kejaksaan merupakan salah satu unsur esensial dalam

penegakan hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Penelitian Yuridis-Normatif
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode
penelitian yuridis normatif, yang pola pikirnya bersifat deduktif. Penelitian yuridis
normatif adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian dengan
berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma
dalam hukum.® Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis hendak mengkaji
berbagai norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun sumber utama
yang menjadi bahan kajian penulisan ini adalah Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945 serta peraturan lain yang terkait dengan kedudukan
kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam rangka menganalisis data
tersebut saya akan menggunakan beberapa metode pendekatan, antara lain:

1. Metode pendekatan historis

2. Metode pendekatan empiris

3. Metode pendekatan normatif

Pendekatan historis dilakukan untuk menelaah latar belakang dan
perkembangan peraturan terhadap isu yang dihadapi. Pendekatan dilakukan untuk
mengetahui tentang dasar-dasar filosofis yang mendasari suatu peraturan. Dalam
hal pendekatan ini akan dilakukan untuk menelaah bagaimana kedudukan
kejaksaan sebagai suatu lembaga dalam struktur ketatanegaraan Indonesia baik itu

sebelum maupun sesudah NKRI berdiri.*°

Pendekatan Empiris

® Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang, Bayumedia
Publishing, 2006, him. 295.

10 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Prenada Media, 2017, him. 134-135.



Pendekatan empiris Menurut Hans Kelsen sebagaimana dikutip oleh | Made
Pasek Diantha digunakan untuk menelaah penyimpangan perilaku sosial terhadap
norma hukum dalam rangka mengembangkan norma yang sudah ada agar dapat
disesuaikan dengan keadaan faktual.'* Dalam penelitian ini pendekatan ini
digunakan untuk mencari tahu perihal apakah terdapat penyimpangan dalam
keadaan faktual mengenai kedudukan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia serta untuk memberi solusi bagi penyimpangan yang ada agar lebih

sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Pendekatan Normatif dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan
peraturan yang terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan ini
dilakukan untuk mempelajari ada atau tidaknya benturan filosofis antara peraturan
perundang-undangan dengan isu yang sedang dihadapi. Dalam hal ini pendekatan
ini akan digunakan untuk menalaah mengenai indepedensi kejaksaan dalam
kaitannya dengan afiliasi kejaksaan terhadap cabang-cabang kekuasaan yang ada

di Indonesia.?

Penelitian ini didasarkan pada berbagai sumber hukum yang ada, baik sumber
hukum primer yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan, maupun
sumber hukum berupa doktrin, buku-buku yang relevan, dan lain-lain. Sumber
hukum ini akan dikaitkan dengan Lembaga Kejaksaan sebagai Lembaga yang
relevan dengan penelitian ini sehingga pola pikir dari penelitian ini berangkat dari
hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Pendekatan yuridis normatif
ini pun dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas
hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian
ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan
mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penelitian ini.

111 Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum,
Prenada Media, 2016, him. 98.
12 |bid, him. 132.



Adapun bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data dalam
penelitian ini adalah:
a. Sumber Hukum Primer:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

4. Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

b. Sumber Hukum Sekunder
Adapun yang menjadi sumber hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal
ilmiah, laporan penelitian, dan artikel lain yang berkaitan dengan kedudukan
Kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

c. Sumber Hukum Tersier
Adapun yang menjadi sumber hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus
Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, serta hal lain yang mampu
memberikan penjelasan serta petunuk bagi bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder.

1.6 Sistematika Penulisan
BAB | - PENDAHULUAN

Pada bab ini akan ditulis mengenai hal apa yang menjadi latar belakang
dilakukannya penelitan ini, serta akan ditunjukan pula masalah hukum yang akan
dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini akan dijelaskan metode
penelitian mana yang akan digunakan, juga berikut dengan tujuan dan manfaat dari
penelitian ini. Tak lupa juga dicantumkan mengenai sistematika penulisan secara

keseluruhan dari penelitian.



BAB Il - TINJAUAN TEORITIS MENGENAI KEJAKSAAN DI INDONESIA

Bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang mendasari kedudukan

suatu lembaga negara di Indonesia, termasuk kejaksaan.

BAB Il - KEJAKSAAN DALAM PERSPEKTIF SEJARAH INDONESIA DAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini akan membahas konsep negara hukum baik itu rule of law maupun
rechtsstaats serta sejarah, konsep mengenai Undang-Undang Dasar sebagai
konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta amandemen-amandemen
yang telah dilakukan terutama perubahan ketiga menuju perubahan keempat yang
akan mengantarkan kepada BAB II1I.

BAB IV — ANALISIS KEDUDUKAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI LEMBAGA NEGARA

Bab ini akan menganalisis variabel-variabel yang telah dijabarkan dalam
bagian-bagian sebelumnya untuk kemudian menjawab rumusan masalah yang telah
disajikan di BAB 1.

BAB V — KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bagian penutup dari hasil penelitian ini. Penulis akan
menyimpulkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang akan
menghasilkan jawaban atas pertanyaan hukum yang sebelumnya telah dirumuskan
dalam Bab I. Penulis pun akan menuliskan saran untuk permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini. Lalu, bagian terakhir dari bab ini adalah adanya daftar pustaka

yang memuat sumber-sumber yang dijadikan bahan penelitian ini.
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